
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 014 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 0108 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor O 108 Tahun 2023 ten tang
Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat
ini dan perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0108 Tahun 2023 tentang
Perjalanan Dinas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Couid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 ( Covid-19) dan/ atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia TE!.hun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);



Menetapkan 
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18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1133);

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023
tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

23. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 087
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2022 Nomor 87);

24. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0108
Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 0109);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 0108 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan 
Nomor O 108 Tahun 2023 ten tang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 0109) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 dan angka 25 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pejabat Negara adalah Gubemur dan Wakil Gubernur.

4. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.

5. Wakil Gubemur adalah Wakil Gubemur Kalimantan Selatan.

6. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil DPRD Provinsi Kalimantan
Selatan.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

14. Tenaga Kontrak Kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang
dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi yang pembiayaannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

15. Masyarakat adalah orang dan/atau sekelompok orang yang
terkait/ mendukung pelaksanaan kegiatan dari unsur masyarakat.
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16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.

17. Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang
menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional
tertentu dan/ atau tugas teknis tertentu, yang terdiri dari Balai,
Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pelabuhan Perikanan, Laboratorium,
Terminal, SMA/SMK/SLB, Panti Sosial dan UPPD pada PD Provinsi
selaku Pengguna Anggaran.

20. Kepala PD /Unit Kerja/Rumah Sakit adalah pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Surat Perintah Tu.gas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas.

21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain.

22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia untuk kepentingan negara.

23. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang
dilakukan ke luar dan/ atau masuk wilayah Republik Indonesia,
termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan dinas/ negara.

24. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang
dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

25. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang
dilaksanakan ke luar kota dari tempat kedudukan ke kabupaten
lain/kota lain.

26. Perjalanan Dinas Pindah atau Pengumandahan (detaseri.ng) adalah
Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat
kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, di
dalam negeri.

27. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas yang harus
dilakukan lebih dari satu tempat tujuan sebagai lanjutan dari
tempat tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas
yang sangat mendesak di antaranya undangan yang mendadak dan
harus dilakukan oleh pelaksana SPD.

28. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap
kantor Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.

29. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan
kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK
adalah pejabat pada PD/unit kerja PD yang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.



31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
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Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah 
naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang 
ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk 
melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah 
Perjalanan Dinas. 

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
naskah dinas dari pejabat yang berwenang ditujukan kepada 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk 
melaksanakan perjalanan dinas. 

Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Suami/lstri 
Pejabat Negara, Suami/Istri Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, 
PPPK, Tenaga Non ASN, dan Pihak lainnya yang diberikan tugas 
melaksanakan perjalanan dinas. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya. 

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi PD. 

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah pada PD. 

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah pada biro, bagian/bidang, dan unit 
pelaksana teknis daerah. 

Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara 
harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPD secara Lumpsum, 
untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi uang saku, uang 
makan dan uang transport lokal. 

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas yang dapat 
dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan 
Perjalanan Dinas. 

Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 
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2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 26 

( 1) Pelaksana SPD perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan dari
tempat kedudukan di dalam pembagian wilayah administratif lebih
dari 8 (delapan) jam, dengan tidak menginap diberikan uang harian
dan uang representasi.

(2) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya
dapat diberikan uang transportasi lokal.

(3) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mendapatkan uang transportasi.

3. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 65 

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Gubemur, Wakil
Gubemur, PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak lainnya dilakukan
secara at cost (biaya riil) kecuali terhadap komponen biaya yang
dibayarkan secara Lumpsum.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bagi Gubemur, Wakil Gubernur,
PNS/Calon PNS, PPPK, dan Pihak Lainnya harus dilampiri dengan:

a. Perintah penugasan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;
b. surat dinas/nota dinas/teleks/radiogram yang menjadi dasar

permohonan persetujuan perjalanan dinas;
C. SPT;
d. SPD;
e. bukti pembelian tiket;
f. boarding pass/tiket/karcis/ dokumen yang dipersamakan (pulang

dan pergi);
g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
h. surat pemyataan tidak menginap di hotel/tempat penginapan

lainnya, yang ditandatangani oleh pelaksana SPD dalam hal
pelaksana SPD tidak menginap di hotel/tempat penginapan lainnya;

i. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD
dan PA/KPA; dan

J. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani
pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan
dokumentasi/ foto kegiatan.

(3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d adalah yang telah
ditandatangani oleh:
a. PPTK;
b. pejabat di tempat penugasan yang berwenang/ditugaskan

menandatangani SPD; dan
c. PA/KPA.

(4) Format surat pernyataan tidak menginap di hotel/tempat
penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

(5) Dalam hal Pelaksana SPD mendapat tugas tambahan,
penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh setiap pejabat/pihak lain di tempat penugasan.
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 21 Maret 2024

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 21 Maret 2024

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14 
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